
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1594, 2020 KEMENDIKBUD. Pemberian Tunjangan Kinerja 

Pegawai. Ketentuan Teknis Pelaksanaan. 

Perubahan. Pencabutan.  
 

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49 TAHUN 2020  

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN TEKNIS 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata 

kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu 

melakukan penyesuaian pengaturan tunjangan kinerja 

pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 254); 

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 124); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 

TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis 
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Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 675) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis 

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1785) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan.  

2. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pegawai 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lainnya 

yang berdasarkan keputusan pejabat yang 

berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan 

bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok 

jabatan tinggi pada instansi pemerintah.  

4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 

dan pembangunan.  

5.  
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6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu.  

7. Tunjangan Kinerja Pegawai adalah penghasilan 

yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan 

Capaian Kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang 

didudukinya. 

8. Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan 

Jabatan Fungsional pada satuan organisasi negara 

yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran 

Tunjangan Kinerja.  

9. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi 

kinerja dengan target kinerja.  

10. Kehadiran masuk kerja yang selanjutnya disebut 

Kehadiran adalah kewajiban pegawai untuk masuk 

kerja dan menaati ketentuan jam kerja berdasarkan 

hari dan jam kerja yang telah ditentukan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang 

diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 

12. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau yang dapat 

diterima akal sehat. 

13. Pegawai Pelajar adalah PNS yang ditugaskan oleh 

pejabat yang berwenang menetapkan tugas belajar 

untuk mengikuti pendidikan lanjut ke jenjang yang 

lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.  

14. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang 

melaksanakan tugas rutin Pejabat Pimpinan Tinggi 

dan Pejabat Administrasi lain, karena pejabat 

definitif berhalangan tetap, sementara, atau belum 

ditetapkan. 

15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu 

keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
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jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi 

Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi 

bencana.  

16. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan dan kebudayaan.  

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan 

kebudayaan. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian diberikan 

Tunjangan Kinerja setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan: 

a. Capaian Kinerja; dan 

b. Kehadiran. 

(3) Komponen Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a memiliki bobot nilai sebesar 

60% (enam puluh persen) untuk penghitungan 

Tunjangan Kinerja. 

(4) Komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b memiliki bobot nilai sebesar 40% 

(empat puluh persen) untuk penghitungan 

Tunjangan Kinerja. 

(5) Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai yang 

dibayarkan adalah jumlah kumulatif persentase 

dari komponen Capaian Kinerja dan Kehadiran 

pegawai setiap bulan. 
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